
a. bahwa dalam rarigka mcmberikan kepastian 
dalam pernbiayaan per siapan Perid aft.ar an 
Tanah Sisternatis Lengkap oleh Pemerintah cq. 
Kantor Pertanahan Kola Pekalongan, perlu 
merigatur biaya perslapan Pendaftaran Tanah 
Sistemai.is Lengkap yang t.idak icrtampung 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah; 

b. bahwa berdaaarkan ketcnruan Diktum Kctiga 
angka 1 juncto Diktum Kcsern bilan Kcpulusan 
Ber sum a Mcrn.cri Agraria da n Tata 
R1..iang/ Kepala Bad an Pcnanahan Nasional, dan 
Menteri Dalam Ncgeri, clan Mentcri Dcsa, 
Pembangunan Dae rah Tertinggal dan 
Transmigra.si Norn or 25/SKB/V/2017, Nomor 
590-3167 A Tabun 20 J 7 dan Nomor 34 Tahun 
2017 ten tang Pernbiayaan Persiapan 
Pendaf'taran Tanah Sistcmatis, biaya yang 
diperlukan dalarn pelaksana.an persiapan 
Pendaftarru1 Tarrah Sistematis Lcngkap, yang 
r.idal< tertampung dalam Ariggaran Pcndapatan 

WALIKOT/\ PEKALONGAN, 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

enimbang 

TENT ANG 

PEMBIAYAAN PERS!APAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH 

SISTEMATIS LENGKAP BAGI MASYARAKAT DI KOTA PEKALONGAN 

PE:RATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 20 I\ TAHUN 2020 
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PROVINS! JAWA TENGAH 



2 

5. Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana Lelah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lcrnbaran Negara Republik 

4. Undang-Undang Nomor J Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 teniang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor I 04, 
Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Dacrah · daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Baral, dan Dacrah Istimewa .Jogjakaria, 
scbagairnana Lelah diubah dengan Undang-Undang 
Nornor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - 
Undang Nomor 16 clan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-Kota Bcsar clan Kota-Kota Ketjil 
di Djawa ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 551 ); 

I. Pasal 18 ayat (6) Unclang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

engingat 

dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa, clibebankan pada masyarakat 
yang dituangkan dalarn Peraturan Walikota; 

c. bahwa berdusarkan pertimbangan 
scbagairnana dimaksucl d al arn huruf a clan 
huruf b, pcrlu mcnetapkan Peraturan 
Walikota tentang Pembiayaan Persiapan 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah SisLematis 
Lengka.p bagi masyarakat di Kota Pekalongan; 
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2. Pemerintah Dacrah adalah Pemcrintah Ko t a, Pekalongan. 

1. Daerah adalah Kota Pekalorigan. 

Pasal l 
D lam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WAUKOTA TENTANG PEMBIAYAAN 
PERSIAPAN PtLAKSANA/\N PENDAFTARAN TANAH 
SISTEMATIS LENGKAP BAGI MASYARAKAT DI KOTA 
PEKALONGAN. 

enetapkan 

MtMUTUSKAN : 

Peraturan Meriteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Bad an Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistcmatis 
Lcngkap (Serita Negara Tahun 2017 Nomor 1127); 

engingat 

8. Peraturan Pcmerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pcndaftaran Tarrah (Lernbaran · Negara 
Tahun 1997 Nornor 59 Tarnbahan Lem baran Negara 
Nomor 3696); 

6. Undang-Undang Nomor :io Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pernerintahan (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5601 ); 

7. Pcraturan Pcmerintah Nornor 21 Tahun I 988 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Dacrah Tingkat ll Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat ll Pekalongan dan Kabupaten Dacrah 
Tingkat ll Batang [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

1, 
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(I Biaya yang dibebankan kcpada rnasyarakat peserta 
Pendaftaran 'I'a n ah Sistcmat.is Lengkap sebagaimana dimaksud 
d alarn Pa sal 3 sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lirna puluh ribu 
rupiah}. 

(2 Rincian penggunaan biaya sebagaimana dimak sud pada ayat 
(1) adaJah scbagai berikut: 
a. untuk kegiatan pengadaan dokumen yang bcrupa surat 

perriy at.aun ya ng dibuat oleh pernilik atau yang menguasai 
bidang tanah yang dimohonkan paling sedikit bcrisi 
keterangan tentang tidak adanya sengkcta, riwayat 
kepe1nilikan/penguasaan tanah, tanah yang 
dik1.iasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset 
pemerintah/dacrah d an penguasaan t an ah secar a sporadik; 

b. untuk kegiaLan pengadaan pato k batas sebagai tanda batas- 

~iaya pcrsiapan yang dibcbankan kcpada masyarakat peserta 
Pfndaftaran Tanah Sistcmatis Lengkap sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 2 dipergunakan untuk membiayai : 

al kegiatan penyiapan dokumen; 
bl kcgiatan pcngadaan patok dan materai; dan 

c\ kegiaian operasional petugas kelurahan. 

l Pasal 4 

Pasal J 

iaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bagi masyarakat 
ang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja ·Negara 
an Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah dibebankan kepada 
asyarakat pcserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

Pasal 2 

BAB II 
BIAVA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SJSTEMATIS LENGKAP 

Walikota adalah Walikota Pekalongan . 

Pendaftaran Tanah Sistirnatis Lcngkap adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 
serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang 
belum d id aft.ar dalam satu wilayah desa/kclurahan arau 
nama lainnya yang sctingkai derigan itu. 
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Pasal 7 
(1) Dalam hal pelaksanaan pcrsiapan Pcndaftaran Tanah 

Si stern at is Lcngkap t.crdapal kenclala, maka diselesaikan 
melalui musyawarah kelompok masyarakat pescrta 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lcngkap yang difasilitasi oleh 
Kclurahan. 

(2) Hasil musyawarah sebagaima na dimaksud pad a ayat ( 1) 
dituangkan dalarn Serita Acara yang ditandatangani oleh 
peserta Pcndaftaran T'an ah Sislcmatis Lengkap. 

pescrta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
(2\ Kelornpok masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

I dibentuk oleh Lurah melalui rnusyawarah peserta Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap. 

(3) Pertanggungjawaban pengelolaan biaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sccara tert ib dan 
akuntabcl. 

clain biaya yang dimaksud dalam pasal 4, masyarakat peserta 

indal"taran Tanah Sistematis Lcngkap menanggung biaya 
embuatan akta, Bea Perolehan Hak at.as Tanah dan Bangunan 
PHTB}, Pajak Penghasilan (PPh) dan dokumen lain terkait 

Pfristiwa atau pcrbuatan huk urn yang pelaksanaannya sesuai 
ketcntu an peraturan perunclang-undangan. 

I Pa sa l 6 
(1 Pengelolaan b iaya pclaksanaan per aiap an Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dilaksanakan oleh kelornpok masyarakat yang bcranggotakan 

Pasal 5 

batas bidang tanah sebanyak paling sedikil 4 (empat) buah 
dan pengadaan rnatcrai paling sedikit 2 (dua) buah sebagai 
pcngesahan surat pernyataan dan dokumen lain; 

c, untuk kegiatan operasional petugas kelur ahan berupa 
pembiayaan kegiatan yang meliputi: 

1. biaya penggandaan dokurnen pendukung; 
2. biaya pcngangkutan dan pernasangan patok; 

3. transportasi pctugas kelurahan dari Kantor Kelurahan ke 
Kantor Pcrtanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang 
diperlukan. 
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PENANGGUNGJAWAB 
No. J,ABATAN PAAAF -· 

1. SEKO"- I _____ .. 4_ 
2. ASlSTC?t l 1 
3. KABAG HUKuM 

, .. 
4. KASUBAG . -t 

I 

SERITA JJ/\ERAH J<OTA PEI<ALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 20 A 

~ 
SRI RUMININGSIH 

Diundangkan di Pekalongan 
Pada tanggal l April 2020 

SEKRETARIS DAEl~AH 
KOTA PEKALONGAN 

M. SAELANY MACHFUDZ 

Ttd. 

WALIKOTA PEKALONGAN, 
Cap 

Ditctapkan di Pekalongan 
pada tanggal 1 April 2020 

gar setiap orang dapat mengetahui, merner int.ahk an 
· cngundangan Peraturan Walikota ini derigan pcnempatannya 
alarn Berita Da erah I<ota Pek aloriga n. 

Pa aa.l 9 
eraturan Walikota ini rmrlai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 
ernbin aan dan pcngawasan pelak sarraan pernbiayaan Pcrsiapan 
elaksan aan Pcridaft.aran Tarrah Sj stem ati s Lengkap bagi 

riasyarakat dilakukan oleh Camat. 

BAB Ill 
PEMBINAAN DAN PENG/\WASAN 


